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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  Masalah 

 Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, 

yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum 

sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 

1945, Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek 

kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya 

dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala 

kehidupan masyarakat Indonesia. 

 Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap 

aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-

masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang 

boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam 

hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan 

perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak 

pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum yang mana disertai ancaman (sanksi). 

 Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin 

yakni corruptio atau corruptus yang di salin ke berbagai bahasa. 

Misalnya disalin dalam bahasa inggris menjadi corruption atau 

corrupt dalam bahasa Prancis menjadi corruption dan dalam 

bahasa belanda disalin menjadi istilah coruptie (korruptie).
1
 

 Di Indonesia pemberian hadiah yang dilakukan oleh para 

pejabat atau pemegang kekuasaan negara sering diidentikkan 

dengan korupsi, namun tidak semua pemberian hadiah 

merupakan korupsi. Hadiah yang sah biasanya dapat dibedakan 

dengan uang suap (korupsi). Hadiah dapat diberikan secara 

terbuka di depan orang ramai sedangkan uang suap (korupsi) 

tidak. Pembedaan ini dilakukan karena orang biasanya berkelit 
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ketika dipaksa mengaku telah memberikan suap kepada orang 

lain maka alasan yang digunakan supaya lebih aman adalah 

bahwa yang diberikan adalah hadiah. Korupsi dari kepentingan 

umum apabila seseorang yang memegang kekuasaan atau yang 

berwenang Transparency InternasionalMendefinisikan korupsi 

sebagai menyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik 

untuk kepentingan pribadi. berkembangnya Korupsi di Indonesia 

secara sistematik, Bagi banyak orang korupsi bukan lagi 

merupakan suatu pelanggaran agama, apalagi hukum, melainkan 

suatu kebiasaan, walau mereka mengaku beragama. 

Perkembangan korupsi di indonesia juga mendorong 

pemberantasan korupsi di indonesia, Namun hingga kini 

pemberatasan korupsi di indonesia belum menunjukan titik terang 

yang menunjukan jerahnya pelaku korupsi yang semakin banyak 

saja, kenyataan yang sungguh memprihatinkan, bahwa korupsi 

makin merajalela di negeri ini. Kalau dulu pernah dikatakan 

bahwa indonesia itu negeri yang banyak korupsi, tetapi tidak 

banyak koruptornya, karena hampir tidak ada kasus korupsi yang 

di unggah dan di mejahijaukan. Banyak kasus dugaan korupsi 

oleh penguasa dan pejabat yang hanya menjadi kisah korupsi di 

masyarakat. Kemudian kisahnya berubah sejak era reformasi 

yang menjadikan agenda korupsi sebagai agenda utama hukum di 

Indonesia. Menurut ahli : 

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang 

menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak 

tahun 1980-an langkah-langkah pemberantasannya pun 

masih tersendat-sendat sampai kini. Korupsi berkaitan 

pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu 

penguasa dapat menyalah gunakan kekuasaanya untuk 

kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. 

Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu dan 

berkembang disektor publik dengan bukti-bukti yang 

nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat 
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menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka 

yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.
2
 

 Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali 

akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan 

perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan 

bernegara pada umumnya. Perbuatan tindak pidana korupsi 

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial, hak-hak 

ekonomi masyarakat, dan hak yang ada dalam hak asasi manusia. 

sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai 

kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. 

Penegakan hukum dalam rangka PTPK yang selama ini dilakukan 

mengalami berbagai hambatan, dengan demikian diperlukan 

metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan 

suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas dan 

independent serta bebas dari kekuasaan manapun, dalam upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsi, dibentuk lah badan yang 

khusus untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan 

korupsi, komisi pemberatasan korupsi (KPK) pada tahun 2003, 

dari situ terungkaplah berbagai korupsi dari aceh hingga papua.

  

 Pada gilirannya hal ini memerlukan upaya terpadu 

perbaikan sistem akuntansi dan sistem hukum guna meningkatkan 

mutu kerja serta memadukan pekerjaan lembaga pemeriksa dan 

pengawas keuangan (seperti BPK, Irjen, Bawasda dan PPATK) 

dengan penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun 

Kehakiman). Sebagaimana sudah di alami sendiri, kelemahan dan 

korupsi dalam satu mata rantai kelembagaan itu telah membuat 

negara kita dewasa ini sebagai salah satu negara yang terkorup di 

dunia dan telah menyengsarakan rakyat sendiri. Akibat dari 

kelemahan dan ulah sendiri tersebut, perekonomian dan seluruh 

sendi-sendi kehidupan sosial kita telah runtuh. Nilai kerugian 
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negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia selama 2001-

2015 mencapai Rp203,9 triliun. Hasil kajian Laboratorium Ilmu 

Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), juga menghitung 

hukuman berupa denda dan sita aset hanya terkumpul Rp21,26 

triliun.
3
 

 Secara teoretik, sanksi yang berat akan membuat pelaku 

kejahatan menjadi takut sehingga mengurungkan niatnya 

melakukan kejahatan. Besar dan beratnya sanksi biasanya 

mencerminkan beratnya dampak kejahatan yang dilakukan dan 

kesungguhan pemerintah untuk mengatasinya. Sehingga dalam 

proses penegakkan hukum, masyarakat lebih sering melihat 

besar-kecilnya sanksi yang dijatuhkan dan sedikit atau banyak 

pelaku kejahatan yang dijatuhi sanksi pidana sebagai tolak ukur 

keberhasilan penegakan hukum. Meskipun asumsi demikian tidak 

sepenuhnya tepat, tapi banyak benarnya dan masuk akal bagi 

masyarakat. Masyarakat pada umumnya tidak semuanya paham 

bagaimana caranya menegakkan hukum, yang mereka tahu dan 

inginkan adalah melihat bagaimana hukum itu dapat ditegakkan 

setegas-tegasnya terlebih lagi bagi koruptor agar tercipta rasa 

keadilan bagi masyarakat. Penjatuhan sanksi secara tegas 

merupakan. 

 Perkembangan Korupsi sampai saat ini pun sudah 

merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan 

yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik 

karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung 

banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Didukung 

oleh sistem check and balance yang lemah di antara ketiga 

kekuasaan itulah maka korupsi melembaga dan mendekati suatu 

budaya yang hampir sulit dihapuskan.
4
 Dengan wujud dan sifat 

perbuatan Tindak Pidana Korupsi lalu (TPK) yang spesifik, 
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korelasi antara aspek hukum dan moral yang sangat kompleks 

sehingga secara teorestik asas hukum dalam sistem hukum pidana 

akan sangat menentukan ratiologis dari suatu produk peraturan 

perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi. Dalam 

rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lalu (PTPK) di 

Indonesia, sesuai dengan asas hukum lex specialis derogat legi 

generalis maka diterapkan peraturan khusus tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu UU No. 3 Tahun 

1971, UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, akan 

tetapi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 

kejahatan seperti kejahatan perpajakan, money laundering, 

kehutanan, perikanan, pertambangan dan sebagainya yang 

deliknya dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan korupsi, berlaku 

peraturan perundang-undangan masing-masing. Problem muncul 

ketika dalam proses penanggulangannya dilakukan seperti proses 

penegakan hukum dengan peraturan umum dalam hal ini korupsi 

sebagai peraturan khusus atau tindak pidana khusus (tipidsus) 

menimbulkan sistem hukum dalam penegakan hukum tindak 

pidana korupsi karena tidak dapat diterapkan sistem hukum hanya 

dengan asas legalitas formal tetapi juga mencakup asas legalitas 

materiil atau nonformil yang memengaruhi hubungan antara 

hukum dan moral serta perkembangan budaya yang sangat cepat
5
. 

 Bentuk upaya represif Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi lali (UU PTPK), Jika terdapat suatu 

putusan dengan sanksi pidana yang terlalu ringan atau penjatuhan 

sanksi yang tidak semestinya terhadap koruptor, maka dapat 

dikatakan putusan tersebut tidak sejalan dengan upaya 

pemberantasan korupsi. Keras dan tak pandang bulu dalam 

menjatuhkan sanksi pidana, sebaiknya menjadi doktrin dalam 

strategi pemberantasan korupsi di Indonesia agar pemberantasan 

korupsi di negeri tercinta ini tidak berjalan di tempat. Namun 
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sayangnya, sampai sejauh ini hanya sedikit sekali koruptor yang 

dijatuhi sanksi pidana berat. Terbukti, tidak sedikit kasus korupsi 

di negeri ini yang tidak diputus dengan hukuman maksimal oleh 

hakim. Bahkan, tidak sedikit vonis yang dijatuhkan hakim 

bukanlah vonis yang memenuhi rasa keadilan publik. Tidak 

sedikit koruptor yang ”dimanjakan” oleh hakim dengan putusan 

bebas atau putusan yang sangat ringan.  

 Sejak diundangkannya UU PTPK hanya ada satu koruptor 

yang dikenai sanksi pidana maksimal yaitu jaksa Urip Tri 

Gunawan yang divonis 20 tahun penjara, sedangkan koruptor 

lainnya hanya divonis sekitar 3-5 tahun penjara saja bahkan 

banyak yang kurang dari itu. Apalagi untuk penjatuhan vonis 

sanksi pidana mati untuk koruptor, belum pernah ada ceritanya di 

negeri ini.  

 Berdasrakan UUD 1945 Pasal 28C “setiap orang berhak 

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 

berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari 

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 

manusia”,dengan adanya korupsi yang merajalela banyak hak 

manusia yang di renggut oleh para koruptor, Kebocoran APBN 

selama 15 tahun terakhir telah menimbulkan kemiskinan dan 

kesenjangan sosial menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan 

sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian 

besar rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya 

diperoleh. Konsekuensi logis dari keadaan sedimikian, maka 

korupsi telah melemahkan ketahanan sosial bangsa dan negara 

republik indonesia. Karena kerugian negara yang di dapat dari 

korupsi sangat besar dan berkepanjangan maka dari itu di 

perlukan hukuman yang berat agar pelaku Tindak Pidana Korupsi 

jerah dan khusus yang melakukan pengulangan terhadap tindak 

pidana ini perlu di hukum dengan hukuman yang paling berat 

yaitu hukuman mati (Maximum Remidium) khususnya pada 
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pengulangan delik (Recidive) Pada TPK. Pidana Mati, sebagai 

pilihan sangsi terakhir dengan niat ingin memberikan efek jera 

(deterren effect) dan sebagai sarana menjaga ketentraman secara 

normatif dalam hukum positif di indonesia. 

 Sebenarnya keberadaan pidana mati sampai sekarang 

masih menjadi perdebatan di saat banyak negara lain di dunia 

telah mencabut hukuman mati dari hukum positifnya dengan 

alasan sudah tidak manusiawi dan bertentangan dengan aspek 

HAM, Jika melihat dunia internasional, belakangan ini banyak 

Negara- Negara yang menolak dan menghapuskan pidana mati 

dalam hukum pidananya. Hal tersebut dilatar belakangi dengan 

alasan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga 

nilai-nilai kemanusiaan. Namun sebagai salah satu negara yang 

berkembang, Indonesia masih mempertahankan hukuman mati 

tersebut dalam hukum pidana nasionalnya dengan alasan bahwa 

Indonesia masih membutuhkan pidana mati tersebut sebagai salah 

satu bentuk hukuman yang menjerakan dan menimbulkan efek 

takut pada masyarakat yang otomatis mengurangi terjadinya 

kejahatan-kejahatan dimasa yang akan datang. 

 HAM hak untuk hidup dan hukum internasional lainnya 

seperti ICCPR Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2005 

menyatakan : “setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang 

melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak 

seorangpun dapat di rampas hak hidupnya secara sewenang-

wenang”. tetapi korupsi sendiri sebenarrnya banyak merenggut 

hak banyak orang dan bisa dikatakan bahwa korupsi itu sendiri 

adalah pelanggaran HAM yang sangat berat, bisa dikatakan sama 

dengan Genosida. Sementara indonesia bersama 63 negara 

lainnya yang masih memberlakukan Hukuman Mati bagi Tindak 

Pidana tertentu, terutama kejahatan yang masuk dalam kategori 

kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).  

 Sampai sekarang Indonesia dalam hukum positifnya 

masih memberlakukan sanksi Hukuman Mati dalam sistem 
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hukum pidana. Pada ketentuan Pasal 10 huruf (a) kitab Undang-

Undang Hukum Pidana selanjutnya di tulis (KUHP) yang 

menyatakan bahwa Hukuman Pidana Mati sebagai jenis pidana 

pokok yang berlaku di Indonesia. Keberadaan pidana mati ada di 

KUHP maupun UU lainnya yang berkaitan Dalam konteks 

penegaan Hukuman mati, pemerintah masih tetap pada 

keputusannya untuk tetap menerapkan hukuman mati bagi pelaku 

Tindak Pidana yang tergolong the most serious crime, Pemerintah 

bisa dikatakan sebagai pihak yang pro terhadap Hukuman Mati, 

dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang 

matang. 

 Markus mengemukakan bahwa bagi negara yang masih 

melaksanakan Hukuman Mati memiliki alasan bahwa 

pelaksanaan Hukuman Mati sebagai penyelesaian terbaik di 

dalam memberantas kejahatan, paling minimum mengurangkan. 

Betapa tidak dengan melaksanakan hukuman mati bagi penjahat-

penjahat yang berat, seperti pembunuhan, tindak pidana narkotika 

dan khusus Kejahatan Korupsi dalam negara Hukuman Mati 

secara otomatis menimbulkan ketakutan bagi masyarakat ramai, 

sehingga boleh mengakibatkan atau berkurang kecendrungan 

orang yang melakukan kejahatan
6
 

 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis 

tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi 

dengan judul :Pidana Mati Bagi Recidive Dalam Tindak Pidana 

Korupsi. 
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1.2 Rumusan masalah  

1. Bagaimana pengaturan Pidana Mati terhadap Tindak Pidana 

Korupsi ? 

2. Bagaimana pengaturan Pidana Mati bagi Recidive Tindak 

Pidana Korupsi ? 

1.3 Tujuan penelitian 

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan pengaturan Sanksi 

Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan bagaimana pengaturan 

Recidive pada pidana mati terhadap Tindak Pidana Korupsi  

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

a. Manfaat teoritis 

 Penelitian ini berguna untuk memperkuat Undang-Undang 

yang berlaku, khususnya pada ilmu pidana yang berkenaan 

kepada Tindak Pidana Korupsi 

b. Manfaat praktis 

1. Sebagai upaya agar memperkuat keputusan hakim 

yang menjatuhkan hukuman mati bagi terpidana 

recidive Tindak Pidana Korupsi.  

2. Sebagai bahan tambahan bagi pihak yang memerlukan 

refrensi, yang dapat digunakan untuk penelitian 

lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan 

pokok bahasan. 

1.5 Metode Penelitian  

 Dalam rangka memperoleh, kemudian mengumpulkan 

serta menganalisa setiap bahan hukum maupun informasi yang 

bersifat ilmiah, tentunya dibutuhkan suatu metode dengan tujuan 

agar suatu karya tulis ilmiah mempunyai susunan yang sistematis, 

terarah dan konsisten. Penelitian merupakan suatu pencarian 
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terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.
7
 Metode 

ilmiah juga dapat dikatakan sebagai ekspresi mengenai cara 

berpikir, sedangkan berpikir merupakan suatu kegiatan mental 

yang menghasilkan pengetahuan.
8
 Adapun metode penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

1.6 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian normatif (normative 

research), yang mana penelitian ini menggunakan norma-norma 

hukum yang berada di masyarakat, dan atau dapat dikatakan 

hukum positif yang sedang berlaku saat ini. Di dalam penelitian 

hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan 

tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai 

aspek mengenai isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan-

pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan (statute approach),  pendekatan konsep (conceptual 

approach) dan pendekatan historis (case historical approach)9 

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
10

 

 Dalam penggunaan pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) yang perlu mendapat perhatian adalah struktur 

norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan 

perundang-undangan dan juga perlu diperhatikan keberadaan 

norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan 

perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau 

apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-

undangan yang lama atau baru. 

 

                                                             
7
Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 

13. 
8
Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, 

Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999, hal. 119. 
9
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Cetakan. 

Kesembilan, Prenada Media Group, 2011. hal 94-96. 
10

I Made Pasek Diantha,Metodologi Penelitian Hukum Normatif 

Dalam Justifikasi Teori Hukum,Jakarta, Cetakan kedua, Prenada Media 

Group,2017.  hal 156 
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b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) 

 Suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu 

hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin di dalam ilmu hukum maka akan ditemukan ide-ide yang 

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, 

dan asas-asas hukum yang relevan dengan penelitian ini.  

c. Pendekatan historis (the historical approach) 

 Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar 

belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan 

mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan 

oleh peneliti untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang 

melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis 

ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa 

pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang 

dipelajari itu dilahirkan, dan memang mempunyai relevansi 

dengan masa kini. Untuk kedalaman pengajian penelitian 

dianjurkan untuk menggunakan lebih dari satu jenis pendekatan
11

, 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meninjau 

pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. 

d. Sumber hukum  

 Sebelumnya pernah disinggung bahwa penelitian normatif 

menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum skunder. 

1. Bahan hukum primer, terdiri dari Asas dan norma hukum. 

Perwujudan asas dan kaidah hukum ini dapat berupa : 

peraturan hukum dasar,  peraturan perundang-undangan dan 

peraturan pemerintah.Undang-Undang Nomer 73 tahun 1958 

Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 

1946, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme , Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 
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Made Pasek Diantha, Metodo Logi Penelitian Hukum Normatif 

Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, h. 179 
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tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan 

Pemerintah No.71 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Peran 

Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam 

Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi, 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 

UU Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang No. 46 

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari Buku – buku hukum (text 

books), Jurnal – jurnal hukum, Karya tulis hukum atau 

pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, 

Kamus dan ensiklopedia hukum (beberapa penulis hukum 

menggolongkan kamus dan ensiklopedia hukum ke dalam 

bahan hukum tersier), dan Internet dengan menyebut nama 

situs (situs resmi)
12

. 

3. Bahan tersier, Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). 

e. Teknik pengumpulan bahan hukum. 

 Teknik pengmpulan data yang digunakan adalah Studi 

Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dari bahan-bahan 

bacaan yang dapat diperoleh antara lain peraturan-peraturan 

perundang-undangan,dan juga dari buku-buku literatur, serta 

berbagai artikel dan media massa. 

f. Teknik analisis bahan hukum. 

 Menggabungkan (compare) semua bahan hukum yang 

telah didapat (primer, sekunder dan tersier) sehingga akan 

menumukan jawaban dari permasalahan yang di bahas. 

1.7 Pertanggungjawaban sistematika 

 Pertanggungjawaban penelitian bertujuan untuk dapat 

terarah dan sistematik, sehingga dalam penulisan skripsi ini, 

membagi menjadi empat bab, yaitu : 

                                                             
12

Ibid, hal. 180 
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BAB I Pendahuluan.  

 Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai Latar 

belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan  Penulisan, 

Manfaat penulisan, Metode Penelitian, dan Pertanggung jawaban 

Sistematik. 

BAB II Tinjauan Pustaka. 

 Pada Bab  ini  berisi antara lain mengenai Landasan 

Konsep. Landasan  konsep adalah mengenai doktrin yang akan 

digunakan sebagai acuan untuk membahas permasalahan yang 

akan diulas pada bab selanjutnya. 

BAB III Pembahasan.  

 Pada Bab ini berisi mengenai analisis dan pembahasan 

permasalahan yang disajikan tidak secara terpisah (satu 

kesatuan), dalam Bab ini menguraikan dan membahas mengenai 

permasalahan yang diangkat, yang berhubungan dengan kasus 

yang diangkat dalam penelitian ini. 

BAB IV Penutup. 

 Pada bab terakhir ini, akan menyajikan suatu kesimpulan 

dan saran dari segala penguraian dan pembahasan dari seluruh isi 

judul penulisan hukum ini. 

 


